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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Hukum ketenagakerjaan adalah salah satu cabang ilmu hukum 

yang paling dinamis dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ia 

mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, menciptakan 

keseimbangan yang adil dan harmonis di antara keduanya. 

Pemahaman yang mendalam tentang hukum ini tidak hanya penting 

bagi para ahli hukum, tetapi juga bagi setiap individu yang terlibat 

dalam dunia kerja, baik sebagai pekerja maupun pengusaha. 

Buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan ini hadir untuk 

memberikan pemahaman dasar yang komprehensif mengenai seluk-

beluk hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Kami berupaya 

menyajikan materi secara ringkas, lugas, dan mudah dipahami, 

sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Buku ini tidak hanya 

memaparkan teori dan konsep, tetapi juga menyertakan contoh kasus 

dan analisis yang relevan dengan praktik di lapangan. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat 

bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, manajer sumber daya 

manusia, serikat pekerja, pengusaha, dan masyarakat umum yang 

ingin memahami hak dan kewajiban dalam dunia kerja. Semoga buku 

ini dapat berkontribusi dalam menciptakan hubungan kerja yang lebih 

adil, produktif, dan sejahtera bagi semua pihak. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan kami 

terima dengan lapang dada demi perbaikan di masa yang akan datang. 

 

Terima kasih. 
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Istilah dan Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji 

interaksi antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Tujuan utama 

dari hukum ini adalah memastikan perlindungan terhadap hak-hak 

para pekerja serta mewujudkan kondisi kerja yang kondusif dan 

manusiawi. Secara hukum, kedudukan pekerja dan pengusaha 

dianggap setara, meskipun secara sosial dan ekonomi keduanya 

memiliki perbedaan posisi. Karena hubungan kerja didasarkan pada 

kesepakatan antara kedua pihak, maka diperlukan aturan hukum 

khusus guna menjamin keadilan dan melindungi kepentingan pekerja 

(R. Joni Bambang, 2013). 

Hukum ketenagakerjaan merupakan paduan dari kata hukum dan 

ketenagakerjaan. Dalam berbagai literatur, definisi hukum 

dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Sudikno Mertokusumo 

yang menjelaskan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang 

berlaku di masyarakat dan memiliki sifat mengikat, dengan tujuan 

mengatur ketertiban serta melindungi kepentingan manusia. Definisi 

ini menunjukkan bahwa hukum selalu terikat dengan budaya dan nilai 

sosial yang berkembang di masyarakat (Churniawan et al., n.d.). 

Istilah ketenagakerjaan berasal dari “tenaga kerja” yang diberi 

imbuhan depan ke- serta akhiran -an di belakangnya. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, tenaga kerja memiliki definisi sebagai setiap 

individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan 

yang menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi maupun masyarakat secara umum. Sementara itu, 

Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa 

ketenagakerjaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan tenaga 

kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja. 

Istilah "hukum ketenagakerjaan" dahulu dikenal dengan istilah 

"hukum perburuhan", yang merupakan terjemahan dari 

"arbeidsrecht" dalam bahasa Belanda. Pergantian istilah ini terjadi 

bersamaan dengan diberlakukannya Undang - Undang 

Ketenagakerjaan, yang menghapus penggunaan istilah perburuhan. 

Kata "buruh" sendiri secara bahasa berarti seseorang yang bekerja 

untuk orang lain, dan sering kali dikaitkan dengan pekerjaan yang 
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1. Membebaskan masyarakat Indonesia dari perbudakan dan 

perhambaan. 

2. Menghapuskan praktik rodi atau kerja paksa. 

3. Menghilangkan sanksi pidana (poenale sanksi) bagi buruh/pekerja 

Indonesia. 

4. Mengurangi ketakutan buruh/pekerja Indonesia terhadap 

kehilangan pekerjaan. 

5. Menciptakan keseimbangan posisi antara buruh/pekerja dan 

pengusaha. 

 

Krida pertama hingga ketiga secara yuridis telah dihapuskan 

seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 

1945. Namun, untuk mencapai krida keempat dan kelima, yaitu 

membebaskan pekerja/buruh dari rasa takut kehilangan pekerjaan 

dan menciptakan keseimbangan antara pekerja/buruh dan 

pengusaha, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai 

berikut: (R. Joni Bambang, 2013) 

1. Pemberdayaan serikat pekerja/buruh, khususnya di tingkat unit 

atau perusahaan, dengan memberikan pemahaman mengenai 

regulasi perburuhan yang berlaku. Organisasi pekerja berperan 

penting merumuskan kesepakatan kerja bersama perusahaan. 

2. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha. Pekerja perlu 

diberdayakan agar memahami hak dan kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan hukum, termasuk meningkatkan kesadaran 

pekerja/buruh sebagai alat untuk memperjuangkan hak dan 

kepentingan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk 

memperkuat posisi tawar pekerja adalah melalui penguatan 

organisasi pekerja/buruh. 

3. Penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan aspek yang 

sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari aturan 

tersebut dapat tercapai. Tanpa penegakan hukum yang tegas, 

norma-norma tersebut tidak akan berarti, terutama dalam konteks 

perburuhan yang melibatkan dua subjek hukum dengan latar 

belakang sosial ekonomi yang tidak sama. Oleh karena itu, sering 

kali pihak pengusaha tidak konsisten dalam menerapkan 

ketentuan perburuhan, mengingat posisi pengusaha sebagai 

pemberi pekerjaan. 
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Sumber Hukum Ketenagakerjaan 
Keberadaan hukum mencakup segala hal yang berpotensi 

menciptakan aturan-aturan yang bersifat mengikat, di mana 

pelanggarannya akan menimbulkan sanksi tegas dan serius (Sudikno 

Mertokusumo, 1999). Dalam konteks ketenagakerjaan, sumber 

hukum merujuk pada dasar hukum yang mengatur berbagai persoalan 

terkait hubungan kerja di Indonesia. Sumber ini berperan penting 

dalam menjamin kejelasan dan keadilan bagi semua pihak dalam 

sistem ketenagakerjaan. 

Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi 

asal-muasal munculnya hukum (A. Ridwan Halim, 1990). Kategori 

sumber hukum terdiri atas dua jenis utama: sumber hukum formil dan 

materiil. Sumber hukum formil merujuk pada bentuk-bentuk hukum 

yang telah diakui dan berlaku secara resmi, sedangkan sumber hukum 

materiil mengacu pada hal-hal yang mempengaruhi isi dari suatu 

aturan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 

sumber hukum ketenagakerjaan meliputi: 

1. Undang-Undang 

Regulasi di Indonesia mencakup sejumlah ketentuan yang 

mengatur aspek ketenagakerjaan. Ini berkembang karena 

munculnya aturan baru yang diharapkan mampu menjawab 

kebutuhan berbagai pihak dalam dunia kerja. Beberapa Undang-

Undang tersebut antara lain: 

a. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 
d. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
e. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian 

digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023 setelah proses judicial 
review dan pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2022) 
 

2. Peraturan Lain di Bawah Undang-Undang 

Termasuk di dalamnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, 

dan ketentuan lain dari lembaga terkait (Zainal Asikin, 1993): 

a. Peraturan Pemerintah, dikeluarkan Presiden sebagai 

implementasi lanjutan dari undang-undang (Pasal 5 ayat 2 UUD 

1945). 
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Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa hukum 

ketenagakerjaan hanya berpihak kepada pekerja. Dalam praktiknya, 

hukum ini juga bertujuan menjaga keseimbangan antara pekerja dan 

pengusaha. Hubungan kerja yang harmonis dan stabil adalah 

prasyarat bagi terciptanya ketenangan kerja dan keberlanjutan usaha, 

sekaligus peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Prinsip-prinsip atau asas dalam hukum ketenagakerjaan 

sejatinya sejalan dengan prinsip pembangunan nasional, seperti asas 

demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Hal ini mengingat bahwa 

pembangunan ketenagakerjaan menyentuh berbagai aspek dan 

melibatkan banyak pemangku kepentingan, yakni pemerintah, 

pengusaha, dan pekerja. Karena itu, proses pembangunannya harus 

dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif, sebagaimana 

ditegaskan oleh Abdul Khakim bahwa koordinasi fungsional antara 

pusat dan daerah merupakan dasar penting dalam pembangunan 

ketenagakerjaan. 

Secara karakteristik, hukum ketenagakerjaan bersifat campuran: 

ia memiliki sifat privat (perdata), namun dalam pelaksanaan 

hubungan kerja, negara juga perlu melakukan intervensi dalam 

bentuk pengawasan dan perlindungan. Maka, hukum ini juga 

mencakup aspek publik, baik dari sisi administrasi negara maupun 

hukum pidana. 

Abdul Rachmad Budiono menambahkan bahwa ketentuan 

ketenagakerjaan terbagi dalam dua jenis: aturan yang bersifat wajib 

(imperatif/dwingenrecht) yang harus dipatuhi secara mutlak, dan 

aturan yang bersifat opsional yang dapat disesuaikan sesuai 

kebutuhan para pihak. 
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Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis, 

pemahaman mengenai hubungan kerja menjadi semakin penting. 

Banyak pekerja tidak menyadari status hukum mereka dalam suatu 

pekerjaan, sementara pengusaha pun sering kali tidak memahami 

batas antara hubungan kerja dengan hubungan kemitraan. Kondisi ini 

membuka ruang ketidakadilan dan konflik ketenagakerjaan 

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

hubungan kerja berperan sangat krusial pada pertumbuhan 

kehidupan sosial masyarakat serta ekonomi yang berkeadilan. 

Hubungan kerja bukan sekadar interaksi antara pemberi kerja dan 

pekerja, melainkan merupakan institusi sosial yang mengandung nilai, 

norma, dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. 

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja bahkan 

menjadi dasar dari terbentuknya ikatan hukum yang berlandaskan 

pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan. 

Hubungan kerja terbentuk sebagai konsekuensi dari struktur 

sosial dan kebutuhan ekonomi dalam masyarakat. Di Indonesia, 

hubungan kerja menjadi sarana utama penghidupan bagi jutaan 

pekerja, namun di sisi lain, juga menjadi arena ketimpangan yang 

rentan terhadap eksploitasi jika tidak diatur secara jelas dan adil 

Hubungan kerja merupakan fondasi utama dalam struktur 

ketenagakerjaan yang tertata secara hukum. Dalam konteks negara 

hukum, relasi antara pekerja dan pemberi kerja tidak semata-mata 

hubungan ekonomi, melainkan merupakan hubungan hukum yang 

memiliki akibat yuridis. berdasarkan hal tersebut, setiap aspek 

hubungan kerja harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, 

terutama berkaitan dengan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Faktor tersebut menjadi syarat sah terjadinya hubungan kerja dan 

menjadi titik tolak penentuan hak serta kewajiban masing-masing 

pihak maka memiliki pemahaman yang benar adalah hal krusial yang 

diperhatikan sehingga terhindar dari praktik yang menyalahi aturan. 

 

Konsep Dasar Hubungan Kerja 

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa 

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan serta 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dengan 
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perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama. (Pasal 3 PP 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah). 

c. Kewajiban membayar upah lembur apabila pekerja 

dipekerjakan melebihi waktu kerja yang telah ditentukan. 

(Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan). 

d. Kewajiban membayar upah lembur pada hari libur resmi jika 

pekerja dipekerjakan pada hari tersebut. (Pasal 85 ayat (3) UU 

Ketenagakerjaan). 

e. Larangan membayar upah di bawah upah minimum yang telah 

ditetapkan. (Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). 

f. Upah tidak dibayarkan apabila pekerja tidak melaksanakan 

pekerjaannya. (Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). 

g. Struktur upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, 

dengan ketentuan bahwa upah pokok minimal sebesar 75% dari 

total upah pokok dan tunjangan tetap. (Pasal 94 UU 

Ketenagakerjaan). 

h. Pengenaan denda kepada pekerja dapat dilakukan apabila 

terjadi pelanggaran akibat kesengajaan atau kelalaian pekerja. 

(Pasal 95 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). 

i. Denda bagi pengusaha diberlakukan apabila terjadi 

keterlambatan pembayaran upah akibat kesengajaan atau 

kelalaiannya, dengan besaran persentase tertentu dari upah 

pekerja. (Pasal 95 ayat (2) UU Ketenagakerjaan). 

j. Prioritas pembayaran upah berlaku jika perusahaan dinyatakan 

pailit atau dilikuidasi, di mana upah dan hak normatif pekerja 

menjadi utang yang harus didahulukan pembayarannya. (Pasal 

95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan). 

k. Kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah serta hak-hak lain 

yang timbul dari hubungan kerja terjadi setelah melewati jangka 

waktu dua tahun sejak hak tersebut muncul. (Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan). 

 

3. Perintah 

Dalam suatu hubungan kerja, harus terkandung unsur perintah, 

yang bermakna bahwa satu pihak memiliki hak untuk memberikan 

instruksi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk 



Hubungan Kerja: Konsep dan Unsur-Unsurnya 
 

 

31 Nadhira Wahyu Adityarani 

melaksanakannya. Dalam konteks ini, pengusaha berwenang 

memberikan perintah kepada pekerja, dan pekerja memiliki 

kewajiban untuk mematuhi serta melaksanakan perintah tersebut. 

Dalam suatu perjanjian kerja, unsur perintah memegang peran 

yang sangat penting, karena tanpa adanya unsur tersebut, suatu 

hubungan tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja. 

Keberadaan unsur perintah menjadikan kedudukan kedua belah 

pihak tidak setara, di mana satu pihak berada pada posisi lebih 

tinggi sebagai pemberi perintah, sedangkan pihak lainnya berada 

pada posisi lebih rendah sebagai penerima perintah. Perbedaan 

kedudukan ini dikenal sebagai hubungan subordinasi, dan ada pula 

yang menyebutnya sebagai hubungan kedinasan (Abdul Hakim, 

2014). 
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Latar Belakang Perjanjian Kerja  

Perjanjian merupakan persetujuan mufakat diantara para pihak untuk 

melakukan suatu hal. Istilah perjanjian dalam bahasa dari Belanda 

disebut overeenkomst kemudian perjanjian dalam bahasa dari Inggris 

disebut agreement sebagai kesepakatan para pihak atas hubungan 

hukum yang menimbulkan akibat hukum. Menurut Van Dunne dengan 

Yahya Harahap memberikan definisi perjanjian adalah hubungan 

hukum atas bentuk hukum kekayaan diantara para pihak dengan 

memberikan hak dan kewajiban atas prestasi perjanjian (Noval, 

2017a). 

Perjanjian dalam ketentuan KUHPerdata diketahui kehadiran 

perikatan atas persetujuan maupun peraturan perundang-undangan 

pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata dan persetujuan ketentuan 

Pasal 1313 KUHPerdata, perbuatan yang mana para pihak terdiri 

seseorang atau lebih melakukan pengikatan diri dengan pihak lainnya 

untuk meakukan suatu hal. 

Bagian dari perjanjian salah satunya bentuk perjanjian kerja yang 

terdiri atas kesepakatan pekerja dengan perusahaan menimbulkan 

bentuk hubungan kerja (Bambang, 2013a). Perjanjian kerja sebagai 

dasar dari hubungan kerja sebagaimana tertuang peraturan Bab 7 

Buku III KUHPerdata dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 

PER/02/MEN/1993 perihal Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang 

sudah tidak diberlakukan kembali atas ketentuan peraturan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan (Shalihah, 

2016). 

Definisi perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan adalah perjanjian diantara 

pekerja dan pengusaha atas ketentuan kerja kemudian terdapat 

kewenangan dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari para berbagai 

pihak. Tanggung jawab pekerja mengadakan pekerjaan dan 

kewenangan pengusaha adalah mendapat pekerjaan. Kemudian 

kewenangan pekerja adalah mendapat pembayaran berupa uang serta 

kewajiban pengusaha adalah melaksanakan pembayaran uang. 

Kemudian perjanjian dari suatu kerja berdasarkan ketentuan Pasal 

1601 KUHPerdata bentuk perikatan antara pihak satu melakukan 

pengikatan diri dalam pekerjaan terhadap pihak yang lain untuk 
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b. Buruh berhentinya keterikatan kerja oleh sebab terbukti unsur 

kekeliruan; 

c. Pernyataan pekerja yang wafat dan; 

d. Putusan pengadilan pegawai pekerja bertindak melaksanakan 

perbuatan pidana yang menyebabkan perjanjian suatu aktivitas 

kerja sudah tidak bisa dilakukan lanjutan; 

e. Pengusaha yang meninggal tidak menyebabkan selesainya 

perjanjian kerja atau karena peralihan hak atas penjualan, 

waris, dan hibah; 

f. Untuk peralihan maka hak pekerja buruh menjadi pertanggung 

jawaban pada pengusaha berstatus kebaruan terkecuali apabila 

dirancang lainnya perikatan kerja sehingga bukan 

menimbulkannya hilang suatu hak dari pekerja. Kemudian 

apabila pengusaha terdiri perorangan yang dinyatakan sudah 

wafat maka keturunan waris dapat melakukan penyelesaian 

perikatan kerja atas dasar kesepakatan pekerja (Asyhadie, 

2007). 

 

Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas Pasal 57 Ayat 

2 dan Pasal 59 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 

ketentuan Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 perihal Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (Noval, 2017d): 

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat dengan lisan 

bukan merujuk Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 berdasarkan Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan; 

b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bukan merujuk 

pemenuhan Pasal 59 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 59 Ayat 7 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan; 

c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bukan dilakukan 

pembuatan memakai berbahasa Indonesia disertai huruf 

latinnya berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 

perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 
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d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bukan merujuk 

pemenuhan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 2 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

100/MEN/IV/2004 berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

100/MEN/IV/2004 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT); 

e. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dilakukan pada 

pekerjaan berkaitan kegiatan baru yang bertentangan Pasal 8 

Ayat 2 dan Ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 berdasarkan Pasal 15 

Ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 100/MEN/IV/2004 perihal Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 

f. Kebaharuan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dengan tidak melalui batasan selama 30 (tiga 

puluh) hari sesudah waktu perpanjangan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) dan tidak tercantum lain dalam 

perjanjian sesuai pada ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 

berdasarkan Pasal 15 Ayat 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 perihal 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
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perintah yang sah dari pengusaha, dan menaati peraturan perusahaan. 

Demikian pula, pengusaha memiliki hak untuk mengelola dan 

mengatur perusahaannya demi mencapai tujuan bisnis yang sah. 

Namun, dalam praktiknya, pengusaha juga berkewajiban untuk 

memenuhi hak-hak pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman 

dan manusiawi, serta mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan 

yang berlaku (Chamdani & Indradjaja, 2024). 

Hak dan kewajiban muncul sebagai konsekuensi dari perjanjian 

kerja yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut menimbulkan 

hubungan kerja yang mengikat secara hukum, sehingga kedua belah 

pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional 

sesuai dengan isi perjanjian.Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum 

Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Ke-5 Edisi Revisi (Jakarta: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2020). Prinsip keseimbangan memiliki peran yang 

sangat krusial dalam penyusunan perjanjian kerja, karena pada tahap 

inilah fondasi pelaksanaan kewajiban para pihak dibentuk (Asyhadie 

& Kusuma, 2019). Suatu perjanjian idealnya disusun secara seimbang 

dan tidak mengandung klausula yang secara tidak proporsional 

memberatkan salah satu pihak, karena hal tersebut dapat 

menimbulkan ketidakadilan atau bahkan menjadikan perjanjian 

tersebut bersifat eksploitatif. Ketidakseimbangan ini umumnya terjadi 

apabila perjanjian tersebut hanya atau dominan memuat hak-hak dari 

satu pihak yang lazimnya merupakan pihak penyusun perjanjian baku 

tanpa mencantumkan kewajiban-kewajibannya secara setara. 

Sebaliknya, ketimpangan juga dapat timbul apabila perjanjian hanya 

menitikberatkan pada kewajiban pihak lainnya tanpa memperjelas 

hak-hak yang seharusnya diterima oleh pihak tersebut (Noviana et al., 

2022). 

 

Hak dan Kewajiban Pekerja  
UU Ketenagakerjaan menyebutkan pada pasal 1 ayat (3)  

bahwasannya pekerja ialah tenaga kerja yang dalam ikatan hubungan 

kerja. Hubungan ini lahir dari kesepakatan bersama antara pekerja 

dan pengusaha, yang mengikat secara hukum serta memberikan 

konsekuensi berupa hak dan kewajiban (Is & Sobandi, 2020). UU 

Ketenagakerjaan mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja, 

yakni : 
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Peran Serikat Pekerja − Pasal 104-106: 
Kebebasan 
berserikat dijamin 

− Pasal 108-109 : 
Peran dalam 
perundingan sangat 
kuar dalam PKB  

− Kebebasan berserikat 
tetap dijamin  

− Peran dalam 
perundingan 
diperkuat secara 
administratif meski 
dihadapkan dengan 
sistem kerja fleksibel 

Sumber : Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan 
Undang - Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang 

 

Secara keseluruhan, perubahan pengaturan hak dan kewajiban 

pekerja serta pengusaha dari UU No. 13 Tahun 2003 ke UU No. 6 

Tahun 2023 mencerminkan adanya pergeseran paradigma regulasi 

ketenagakerjaan dari pendekatan yang bersifat protektif menuju 

pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika 

ekonomi global. Melalui reformulasi norma mengenai hubungan kerja, 

sistem pengupahan, pemutusan hubungan kerja, penggunaan tenaga 

kerja asing, serta penguatan perlindungan sosial melalui Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP), pemerintah berupaya menyeimbangkan 

kebutuhan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja (Ramadhan et 

al., 2021). Meskipun perubahan ini dinilai mampu meningkatkan 

efisiensi dan daya saing pasar tenaga kerja, tetap diperlukan 

pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan agar implementasinya 

tidak mengurangi hak-hak fundamental pekerja sebagaimana dijamin 

dalam prinsip keadilan sosial dan ketenagakerjaan yang bermartabat. 

Dengan demikian, baik hak maupun kewajiban bagi para pihak 

harus seimbang dan sama-sama dipahami sebelum mengikatkan diri 

dalam hubungan kerja. Hal ini guna meminimalisir perselisihan yang 

timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan 

pelaksanaan atau penafsiran bagi dari peraturan maupun dari 

kesepakatan itu sendiri (Anatami, 2016). 
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Pendahuluan 
Sistem pengupahan dan pemberian tunjangan kepada pekerja 

merupakan elemen fundamental dalam hubungan industrial yang 

mencerminkan penghargaan terhadap kontribusi tenaga kerja 

sekaligus perwujudan prinsip keadilan sosial. Pengaturan yang tepat 

terhadap komponen remunerasi ini tidak semata-mata berfungsi 

sebagai imbalan atas prestasi kerja, melainkan juga sebagai instrumen 

perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan serta jaminan 

kesejahteraan bagi para pekerja dan keluarganya. 

Realitas ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan 

kompleksitas permasalahan dalam implementasi sistem pengupahan 

yang berkeadilan. Meskipun landasan hukum telah ditetapkan melalui 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

berbagai regulasi turunannya (Tim Visti Yustisia, 2016), termasuk 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang merevisi 

ketentuan pengupahan sebelumnya, kesenjangan antara norma 

hukum dan implementasi lapangan masih menjadi tantangan 

signifikan. 

Perubahan paradigma pengupahan melalui modifikasi rumus 

perhitungan upah minimum, penguatan mekanisme penetapan dan 

penegakan standar upah, serta revitalisasi peran dewan pengupahan 

daerah merupakan upaya reformatif yang memerlukan evaluasi 

mendalam. Dalam konteks negara yang berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila, sistem pengupahan harus mampu mengintegrasikan aspek 

ekonomi dengan prinsip kemanusiaan yang berkeadilan dan 

berperadaban (Aprilsesa et al., 2023). 

 

Teori Upah 
1. Teori Upah dalam Perspektif Ekonomi Tenaga Kerja 

a. Teori Upah Subsistensi (Subsistence Theory of Wages) 

Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo 

ini menyatakan bahwa upah akan cenderung berada pada 

tingkat minimum yang diperlukan untuk mempertahankan 

hidup pekerja dan keluarganya. Menurut teori ini, jika upah naik 

di atas tingkat subsistensi, populasi pekerja akan meningkat 

sehingga menekan upah kembali ke tingkat minimum. 

Sebaliknya, jika upah turun di bawah tingkat subsistensi, 
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(diberikan setelah pencapaian), insentif dapat bersifat 

prospektif (diberikan untuk mendorong pencapaian di masa 

depan) atau bersamaan (diberikan bersamaan dengan prestasi) 

(Indriyani, 2014). 

Insentif penjualan adalah bentuk sistem insentif yang 

paling umum, di mana kompensasi terkait langsung dengan 

volume atau nilai penjualan yang dihasilkan. Struktur insentif 

penjualan dapat berupa tingkat komisi tetap, komisi progresif 

dengan tingkat yang meningkat seiring dengan pencapaian, atau 

kombinasi gaji pokok dan komisi variabel. Desain yang tepat 

membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang siklus 

penjualan, perilaku pelanggan, dan dinamika persaingan di 

industri. 

Insentif kualitas dirancang untuk mendorong peningkatan 

aspek kualitas produk atau jasa. Insentif inovasi menjadi 

semakin penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan, di mana 

kemampuan organisasi untuk berinovasi merupakan 

keunggulan kompetitif utama. Insentif berbasis tim dirancang 

untuk mendorong kolaborasi dan kerja tim, menangkal potensi 

efek negatif dari insentif individu yang terlalu dominan. Insentif 

tim dapat berupa kumpulan bonus bersama yang 

didistribusikan berdasarkan kinerja tim, atau insentif kelompok 

yang diberikan ketika seluruh tim mencapai target kolektif. 

Desain insentif tim membutuhkan pertimbangan yang cermat 

terhadap komposisi tim, saling ketergantungan antar anggota 

tim, dan mekanisme untuk mengatasi masalah free-rider. 

 

Landasan Hukum dan Peraturan Terkait Upah di Indonesia 

1. Konstitusi dan Perlindungan Upah 1945. UUD 1945 Pasal 27 ayat 

(2) "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan mata 

pencaharian yang sesuai dengan kemanusiaan. 

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pasal 1 ayat 30, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang imbalan dari majikan atau majikan 

kepada pekerja/buruh yang ditentukan dan dibayarkan sesuai 

dengan perjanjian kerja, perjanjian, atau peraturan perundang-
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undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan (Tim Yudisial Visti, 2016). 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal 88 ayat (2) 

mengatur pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan 

pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja 

atas mata pencaharian yang layak bagi umat manusia. Kebijakan 

tersebut termasuk menetapkan upah minimum setiap tahun untuk 

pekerja. 

4. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Upah. Dalam 

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Upah. Pasal 1 

ayat (1): "Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja 

atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Kerja, perjanjian, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan". 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait. 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Kerja, 

Asuransi Meninggal Dunia, dan Hari Tua (Permenaker 1/2025). 
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Pendahuluan  

Hukum ketenagakerjaan tidak semata-mata berfungsi sebagai 

instrumen hukum hubungan industrial, tetapi juga mencakup 

hubungan antar pekerja serta hubungan antara pekerja dan negara 

(Puspita Sari, 2025). Di sisi lain hukum ketenagakerjaan juga 

merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, 

khususnya dalam menjamin martabat, keselamatan, dan 

kesejahteraan pekerja. Prinsip-prinsip dasar mengenai hak atas 

pekerja yang adil dan layak telah ditegaskan dalam berbagai 

instrumen hukum internasional maupun nasional. Pada hukum 

internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM,) Pasal 

23 dan 24 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kondisi kerja 

yang adil dan menguntungkan serta berhak atas istirahat dan waktu 

libur yang wajar. Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 7 Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), 

yang menjamin hak atas waktu kerja yang adil dan baik. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai waktu kerja, waktu 

istirahat, dan cuti merupakan bagian esensial dalam hukum 

ketenagakerjaan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara 

produktivitas perusahaan dan perlindungan hak pekerja.  

Di Indonesia ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan standar 

baku mengenai jumlah waktu kerja maksimal, waktu istirahat 

minimal, serta hak pekerja untuk mengajukan cuti tahunan dan cuti-

cuti tertentu. Pada perkembangannya diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diperkuat dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, telah membawa 

pendekatan baru yang lebih fleksibel terhadap pengaturan waktu 

kerja, terutama bagi sektor-sektor usaha tertentu yang memerlukan 

penyesuaian. 

 

Waktu Kerja  

Waktu kerja merupakan salah satu ketentuan penting bagi 

perusahaan yang dapat menentukan tingkat produktivitas dan 

projektifitas keuntungan serta keberlanjutan perusahaan 

kedepannya. Selain itu, kebijakan terkait waktu kerja ini juga dapat 
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menyatakan bahwa selama menjalani cuti haid, pekerja tetap 

berhak memperoleh upah penuh. Pada praktiknya, pelaksanaan 

cuti haid diatur dalam perjanjian hubungan industrial dengan 

mekanisme mengajukan permohonan cuti sesuai prosedur yang 

berlaku di perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi 

kesehatan reproduksi dan memberikan kenyamanan bagi pekerja 

perempuan dalam menjalankan fungsi biologisnya tanpa 

mengurangi hak-hak ketenagakerjaan yang dimiliki. 

 

Hak pada Hari Libur 

Hak untuk memperoleh hari libur resmi merupakan bentuk jaminan 

hak istirahat bagi pekerja. Pasal 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menegaskan bahwa pekerja tidak diwajibkan bekerja pada hari libur 

resmi, kecuali jika jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus 

dilaksanakan terus-menerus atau terdapat keadaan tertentu yang 

disepakati bersama. Jika kemudian pekerja tetap melaksanakan 

kewajibannya dan melakukan pekerjaan pada hari libur resmi, maka 

diwajibkan bagi pengusaha untuk membayar upah lembur yang telah 

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.  

Adapun karakteristik pekerjaan yang dikecualikan ini diatur melalui 

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Ketentuan ini bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan antara kelangsungan usaha dan perlindungan 

hak istirahat pekerja dengan memberikan kompensasi yang layak. 
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sarana yang memadai untuk mengembangkan potensi serta meraih 

cita-citanya sesuai dengan tahap perkembangan fisik, psikologis, 

intelektual, dan sosial mereka (Pradana, 2018). Namun demikian, 

realitas menunjukkan bahwa banyak anak di bawah usia 18 tahun 

sudah terlibat dalam aktivitas ekonomi dan menjadi bagian dari 

angkatan kerja. Keterlibatan ini umumnya didorong oleh tekanan 

ekonomi keluarga, kemiskinan, atau faktor lain yang memaksa anak 

untuk bekerja, termasuk di sektor-sektor industri yang seharusnya 

tidak melibatkan tenaga kerja anak (Pradana, 2018). 

Secara normatif, perlindungan terhadap pekerja anak dan 

perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan nasional maupun instrumen internasional. Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga memuat sejumlah ketentuan yang melarang 

penggunaan tenaga kerja anak, serta mewajibkan perlindungan 

khusus terhadap pekerja perempuan, termasuk hak atas cuti hamil 

dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang diskriminatif.  

Namun demikian, implementasi norma hukum tersebut di 

lapangan kerap kali menghadapi berbagai kendala. Pekerja anak 

masih ditemukan dalam sektor informal, pekerjaan berbahaya, dan 

bahkan dalam praktik perdagangan manusia. Sementara itu, pekerja 

perempuan masih berjuang melawan diskriminasi upah, pelecehan 

seksual, serta stereotip gender yang membatasi ruang kerja dan karier 

mereka. 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak 

1. Definisi dan Batasan Usia Anak dalam Ketenagakerjaan 

Definisi anak secara internasional diatur dalam Convention on the 

Rights of the Child (CRC) Tahun 1989. Berdasarkan Pasal 1 

Konvensi Hak Anak, anak diartikan sebagai setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang 

berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sementara itu, 

dalam konteks hukum nasional Indonesia, definisi anak bervariasi 

tergantung pada peraturan perundang-undangan yang digunakan. 
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promosi yang terbatas akibat sistem kerja yang tidak responsif 

terhadap kebutuhan dan potensi pekerja perempuan (Susiana, 

2017). 

Di sektor publik pun, perempuan kerap menghadapi 

marginalisasi dalam dunia kerja, antara lain dengan 

kecenderungan penempatan pada bidang-bidang yang dianggap 

“feminin” atau administratif, yang tidak memberikan akses 

strategis terhadap perumusan kebijakan. Kurangnya representasi 

perempuan dalam posisi pembuat keputusan menyebabkan 

perspektif gender sering kali terabaikan dalam pengambilan 

kebijakan publik maupun korporasi. Ketimpangan ini 

mencerminkan tidak hanya persoalan institusional, tetapi juga 

cerminan dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan 

dalam peran-peran domestic (Komnas Perempuan, 2023). 

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, dibutuhkan reformasi 

kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong kesetaraan peluang 

kerja dan pengembangan karier bagi Perempuan. Kesetaraan 

dalam kesempatan kerja dan pengembangan karier bukan hanya 

soal keadilan, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam 

mewujudkan produktivitas dan inovasi organisasi. Oleh karena itu, 

menjamin hak yang sama bagi perempuan dalam dunia kerja bukan 

hanya menjadi kewajiban moral dan hukum, tetapi juga investasi 

strategis bagi kemajuan bangsa. 

 

Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi 

Meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk mendukung 

kesetaraan gender dan perlindungan perempuan di dunia kerja, 

implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan 

serius. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya komitmen 

dari perusahaan atau pemberi kerja dalam menerjemahkan aturan 

tersebut ke dalam kebijakan internal yang efektif. Banyak perusahaan 

masih menganggap isu kesetaraan gender sebagai beban 

administratif, bukan sebagai bagian dari strategi pengembangan 

sumber daya manusia yang berkelanjutan. 

Selain itu, masih terdapat stereotip gender dan budaya patriarki 

yang kuat dalam struktur organisasi maupun lingkungan kerja. 
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Anggapan bahwa perempuan kurang mampu dalam kepemimpinan 

atau tidak dapat bekerja maksimal karena memiliki tanggung jawab 

domestik, masih sering menjadi alasan tidak langsung dalam 

menghambat promosi dan pengembangan karier perempuan 

(Susiana, 2017). Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan atau 

edukasi terkait perspektif gender bagi manajemen dan karyawan.  

Di sisi lain, mekanisme pengaduan dan perlindungan terhadap 

kekerasan atau pelecehan di tempat kerja (Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi, 2011) masih sangat lemah. Banyak korban enggan 

melapor karena takut terhadap stigma, ancaman kehilangan 

pekerjaan, atau proses hukum yang panjang dan tidak berpihak. 

Beberapa perusahaan bahkan tidak memiliki prosedur tetap atau unit 

khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender, sehingga kasus-

kasus yang terjadi cenderung diselesaikan secara informal atau 

diabaikan. 

Dari sisi regulasi, kendala lain adalah lemahnya penegakan 

hukum dan pengawasan oleh negara. Meskipun terdapat ketentuan 

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pelaksanaannya masih 

belum merata dan tidak semua pengusaha patuh terhadap aturan, 

terutama dalam hal pengupahan setara, cuti melahirkan, dan 

perlindungan terhadap pekerja perempuan. Ketidaktegasan sanksi 

juga menyebabkan pelanggaran terus berulang tanpa efek jera. 

Kurangnya partisipasi perempuan dalam proses perumusan 

kebijakan ketenagakerjaan menyebabkan perspektif dan kebutuhan 

perempuan kurang terakomodasi dalam regulasi yang dibuat 

(Susiana, 2017). Hal ini menjadi siklus berulang yang membuat 

perempuan terus berada pada posisi rentan dalam dunia kerja. Oleh 

karena itu, penyelesaian tantangan implementasi tidak bisa hanya 

bergantung pada regulasi tertulis, tetapi membutuhkan perubahan 

sistemik yang mencakup reformasi budaya kerja, edukasi publik, 

penguatan institusi pengawasan, serta keberpihakan nyata kepada 

pekerja perempuan. 
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Peristilahan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Safe Condition (Aman) adalah suatu keadaan dimana semua potensi 

bahaya (hazard) di tempat kerja yang telah diidentifikasi, 

dikendalikan, dan diminimalkan risikonya hingga mencapai tingkat 

yang dapat diterima (acceptable level), sehingga tidak mengancam 

keselamatan pekerja, proses produksi, maupun lingkungan sekitar." 

Hazard adalah Hazard adalah sumber, situasi, atau aktivitas yang 

berpotensi menimbulkan kerusakan (harm) terhadap keselamatan, 

kesehatan, atau kesejahteraan pekerja (Oxford Dictionary, 2025d). 

Hazard dapat berupa: Bahan kimia berbahaya (misalnya: gas beracun, 

cairan korosif); Bagian mesin yang bergerak atau tidak terlindungi 

(misalnya: belt conveyor, roda gigi); Energi berisiko (misalnya: listrik, 

panas, radiasi, kebisingan); Metode kerja yang tidak aman (misalnya: 

prosedur lifting yang salah); Kondisi lingkungan kerja (misalnya: 

lantai licin, pencahayaan buruk, udara terkontaminasi). Hazard dapat 

menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK), atau bahkan 

kematian jika tidak dikendalikan dengan tepat . 

Danger (Bahaya Nyata) adalah kondisi atau situasi yang secara 

langsung dapat menimbulkan cedera, kerusakan, atau dampak fatal 

karena adanya sumber bahaya (hazard) yang tidak terkendali (Oxford 

Dictionary, 2025b). Berbeda dengan hazard yang bersifat potensial, 

danger muncul ketika hazard sudah aktif dan siap menyebabkan 

kecelakaan jika terpapar dengan pekerja atau lingkungan. 

Harm (Dampak Kerugian) adalah segala bentuk akibat buruk 

yang timbul dari terwujudnya hazard atau danger (Oxford Dictionary, 

2025c), baik berupa kerusakan fisik, gangguan kesehatan, maupun 

kerugian non-fisik. Dalam konteks K3, harm mencakup berbagai jenis 

kerugian yang dapat terjadi di tempat kerja, termasuk: pada pekerja, 

pada perusahaan dan pada lingkungan. 

Accident (kecelakaan kerja) adalah peristiwa tidak terencana dan 

tidak diinginkan yang terjadi secara tiba-tiba, mengakibatkan 

berbagai bentuk kerugian (Oxford Dictionary, 2025a). Dalam konteks 

K3, kecelakaan kerja dapat menimbulkan konsekuensi pada pekerja, 

pada properti, pada proses produk dan pada lingkungan. 

Incident (kejadian hampir celaka) adalah suatu peristiwa tidak 

diinginkan yang hampir menyebabkan kecelakaan kerja (accident) 
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Pasal 87 kemudian mengatur kewajiban pengusaha untuk 

menyediakan alat pelindung diri sesuai risiko kerja, melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan melaporkan setiap 

kecelakaan kerja yang terjadi. 

Cakupan perlindungan K3 dalam UU ini bersifat komprehensif, 

meliputi semua jenis pekerjaan baik formal maupun informal, seluruh 

tahapan kerja mulai dari rekrutmen hingga pemutusan hubungan 

kerja, serta berbagai jenis risiko kerja seperti fisik, kimia, biologis, 

ergonomi, dan psikososial. Implementasinya dapat dilihat pada 

kewajiban penyediaan safety harness di sektor konstruksi atau sistem 

ventilasi dan pelatihan khusus di industri kimia. Undang-undang ini 

juga menegaskan hak pekerja untuk menolak pekerjaan berisiko 

tinggi tanpa alat pelindung yang memadai sekaligus mewajibkan 

mereka mematuhi prosedur K3 yang berlaku. 

Di sisi pengusaha, UU Ketenagakerjaan mewajibkan alokasi 

anggaran K3 minimal 0.1% dari total payroll dan pembentukan Panitia 

Pembina K3 (P2K3) khususnya bagi perusahaan dengan lebih dari 50 

pekerja. Pelanggaran terhadap ketentuan K3 dapat berakibat pada 

sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin usaha, 

atau bahkan sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp100-500 

juta jika kelalaian mengakibatkan kecelakaan fatal. Beberapa kasus 

seperti kematian pekerja akibat keracunan gas di pertambangan 

karena tidak disediakannya APD menjadi contoh nyata penerapan 

sanksi ini (Cici Apriliani et al., 2022). 

UU Ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi 

dengan berbagai regulasi K3 lain seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja, PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta 

peraturan BPJS Ketenagakerjaan terkait jaminan kecelakaan kerja. 

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai 

tantangan seperti rendahnya cakupan pengawasan di sektor informal, 

keterbatasan anggaran K3 pada UMKM, serta kesadaran pekerja yang 

masih minim tentang hak-hak K3 mereka. Tahun 2020, UU Cipta Kerja 

mengintegrasikan berbagai regulasi K3 sekaligus menyederhanakan 

perizinan berusaha. Era ini juga ditandai dengan adopsi standar 

internasional ISO 45001 oleh perusahaan-perusahaan besar di 

Indonesia.  
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Definisi Pemutusan Hubungan Kerja  

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satu elemen penting 

dalam dinamika tenaga kerja yang memberikan pengaruh besar 

terhadap pekerja serta pengusaha. Di Indonesia, peraturan mengenai 

PHK dibuat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

perusahaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Pemahaman yang 

mendalam tentang definisi, dasar hukum, alasan, prosedur, dan hak-

hak yang berkaitan dengan PHK sangat penting bagi semua pihak yang 

terlibat dalam hubungan kerja. 

Secara resmi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dijelaskan 

sebagai pengakhiran hubungan kerja akibat suatu alasan tertentu 

yang mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban antara karyawan 

dan employer. Definisi ini diatur dengan jelas dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35 Tahun 2021), khususnya 

pada Pasal 1 Ayat (15) (Disnakerpmptsp.banjarnegarakab.go.id, 

2022). Secara umum, PHK adalah akhir dari hubungan atau kontrak 

kerja antara pekerja dan perusahaan atau majikan karena berbagai 

alasan, yang secara otomatis menghentikan hak dan kewajiban yang 

terikat dalam hubungan kerja tersebut (cake.me/resources/phk, 

2024). Penjabaran definisi yang jelas dan terstandarisasi dalam 

peraturan seperti PP 35 Tahun 2021 sangatlah krusial. Hal ini 

memberikan kepastian hukum untuk kedua pihak, serta mengurangi 

kemungkinan adanya ketidakjelasan dalam memahami pengakhiran 

hubungan kerja (Undang-Undang No 12 Tahun 1964). Adanya definisi 

yang jelas membantu memastikan bahwa proses PHK dilakukan 

sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengecilkan 

peluang sengketa dan memberikan dasar yang solid untuk 

pengelolaan hubungan industrial. 

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada dasarnya mengadopsi 

prinsip yang menyatakan bahwa pengusaha perlu berusaha 

semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pemutusan 

hubungan kerja. Prinsip ini didukung oleh ketentuan yang 

menyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan 

pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan 

PHK tidak terjadi tanpa dasar yang jelas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 

151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU 13/2003) yang 
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pekerja dengan kondisi ekonomi dan keberlangsungan bisnis. 

Perbedaan ini mengakui bahwa tidak semua PHK berasal dari 

situasi yang sama, sehingga memungkinkan penerapan kebijakan 

kompensasi yang lebih praktis dan responsif terhadap konteks, 

yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis sambil tetap 

memberikan perlindungan bagi pekerja (Yunus, 2023). 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian mendalam terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja di Indonesia, beberapa saran dapat diberikan kepada berbagai 

pihak terkait: 

1. Untuk Pengusaha 

Sangat penting untuk memahami dan mengikuti seluruh aturan 

hukum mengenai PHK dengan ketat untuk menghindari konflik dan 

masalah hukum. Utamakan usaha untuk mencegah PHK dan 

melaksanakan negosiasi antara pihak-pihak terkait dengan sikap 

terbuka dan jujur. Catat setiap langkah dalam proses PHK secara 

teliti sebagai bukti bahwa perusahaan mematuhi aturan. 

Kepatuhan yang proaktif terhadap peraturan tidak hanya menjaga 

perusahaan dari risiko hukum tetapi juga membangun citra sebagai 

pemberi kerja yang bertanggung jawab. 

2. Untuk Pekerja/Buruh 

Tingkatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang 

dimiliki saat menghadapi PHK. Jangan ragu untuk menolak 

pemberitahuan PHK jika merasa tidak adil dan manfaatkan jalur 

penyelesaian sengketa yang ada (bipartit, mediasi, konsiliasi, PHI) 

untuk memperjuangkan hak-hak Anda. Memahami hak-hak ini 

dengan baik akan memberikan kekuatan kepada pekerja untuk 

mencari keadilan dan memastikan mereka mendapatkan 

kompensasi yang adil sesuai dengan hukum. 

3. Untuk Praktisi Hukum dan HR 

Selalu pantau perkembangan terkini dalam peraturan 

ketenagakerjaan, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan 

UU Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021. Hal ini sangat penting untuk 

memberikan saran yang tepat, relevan, dan strategis kepada 

mereka yang memerlukan, serta menjamin kepatuhan hukum 



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

 

158 Firstnandiar Glica Aini Suniaprily 

dalam praktik ketenagakerjaan. Kemampuan untuk menafsirkan 

dan menerapkan hukum dengan benar sangat diperlukan dalam 

menghadapi kompleksitas hubungan industri. 

Saran ini menekankan pentingnya kepatuhan proaktif bagi 

pengusaha dan pemberdayaan melalui pengetahuan bagi karyawan. 

Ini menunjukkan manfaat praktis dari laporan ini, berfungsi sebagai 

panduan dalam menghadapi kompleksitas PHK. Hal ini menekankan 

bahwa pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum tidak hanya 

berfokus pada menghindari hukuman tetapi juga pada menciptakan 

hubungan industri yang adil dan harmonis. 
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Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum Ketenagakerjaan atau dikenal dengan sebutan Hukum 

Perburuhan merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara 

pemberi kerja atau majikan (employer) dengan pekerja atau tenaga 

kerja (labor).  Hubungan yang lahir di antara mereka merupakan 

hubungan keperdataan oleh karena menyangkut perjanjian yang 

bersifat obligatoir karena masing-masing pihak mempunyai 

kewajiban dan hak-hak. Namun dalam hubungan hukum tersebut 

posisi tawar pihak pekerja berada dalam kondisi yang lemah 

dibandingkan dengan kedudukan pemberi kerja. Hakikat hukum 

ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan 

kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha serta memberikan 

perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. 

Hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan merupakan 

jenis hukum yang netral dan otonom atau independen, meskipun 

dalam proses penerapan tetap menjadi permasalahan karena hampir 

semua bidang hukum tidak otonom, apalagi jika berkaitan dengan 

pihak penguasa atau pelaku usaha yang seringkali mengendalikan 

berbagai kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Berbeda dengan 

bidang hukum lain, para pihak yang terlibat di dalamnya memiliki 

kedudukan yang setara/sederajat. Konteks hukum perburuhan 

dipengaruhi oleh keterlibatan aktif peran pemerintah di dalamnya 

dalam mengayomi buruh.  

Salah satu hal yang mengancam dan merisaukan buruh saat ini 

adalah keberadaan berbagai teknologi informasi yang semakin maju 

sehingga semakin berkurang jumlah buruh yang dibutuhkan dalam 

pasar kerja. Keberadaan AI seringkali diisukan akan menggantikan 

sejumlah besar fungsi-fungsi tenaga manusia. Namun hal itu masih 

menjadi wacana karena tenaga manusia tidak mungkin dapat 

digantikan berbagai kemajuan teknologi informasi (TI) yang 

dikembangkan manusia. Selain itu kerisauan buruh dipengaruhi oleh 

memburuknya prospek ekonomi global yang berdampak pada tenaga 

kerja di seluruh dunia (Sumber Publikasi ILO, dengan judul: ILO Akan 

Merilis Pembaruan Terbaru tentang Tren Pasar Tenaga Kerja Global 

Tahun 2025). 



Hukum Ketenagakerjaan Internasional 
 

 

173 Rustan 

internasional". Pengaruhnya dalam banyak hal serupa dengan yang 

ditemukan di tempat lain dalam berbagai periode dalam sejarah 

hukum perdata – misalnya, pengaruh hukum Romawi, atau 

kodifikasi hukum Eropa tertentu di kemudian hari. Mereka yang 

bertanggung jawab atas kebijakan sosial di berbagai negara sering 

menyoroti peran hukum ketenagakerjaan internasional ini. 

 

Instrumen Global Hukum Ketenagakerjaan Internasional 
1. Instrumen ILO 

Sumber hukum ketenagakerjaan internasional ILO dapat 

ditemukan dalam Konstitusi Organisasi, dan dalam berbagai 

Konvensi dan Rekomendasinya. Meskipun Konstitusi ILO terutama 

memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fungsi 

Organisasi, konstitusi tersebut juga menetapkan sejumlah prinsip 

umum yang dalam beberapa hal dianggap sebagai sumber hukum 

langsung. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Pembukaan 

Konstitusi dan dalam Deklarasi mengenai Tujuan dan Sasaran 

Organisasi, yang diadopsi oleh Konferensi di Philadelphia pada 

tahun 1944 dan dimasukkan ke dalam Konstitusi ILO pada tahun 

1946. 

 

2. Konvensi ILO 

Konvensi adalah instrumen yang dirancang untuk menciptakan 

kewajiban internasional bagi negara-negara yang meratifikasinya. 

Selain Konvensi, ILO telah mengadopsi sejumlah Rekomendasi, 

yang berbeda dari sudut pandang karakter hukumnya. 

Rekomendasi tidak menciptakan kewajiban, tetapi memberikan 

pedoman untuk tindakan. Konvensi memiliki sejumlah fitur 

khusus, yang dapat dikelompokkan di bawah empat gagasan 

utama:  

a. Konvensi diadopsi dalam kerangka kelembagaan. Dengan 

demikian, adopsi Konvensi tidak mengikuti jenis negosiasi 

diplomatik yang biasa terjadi dalam kasus perjanjian. Konvensi 

lebih disiapkan dalam diskusi di majelis yang memiliki banyak 

kesamaan dengan majelis parlemen. Ini juga sebagian 

menjelaskan fakta bahwa suara bulat tidak diperlukan untuk 

adopsi Konvensi. Untuk alasan yang sama, hanya Mahkamah 
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akan diuntungkan jika pemberi kerja itu diharuskan untuk 

menangguhkan praktik kerja beracunnya, tetapi selama satu 

pembelot bersedia menjadi tuan rumah kegiatannya, yang lain 

tidak akan bertindak. ILO mungkin sedang mencari situasi seperti 

itu untuk membangun kemampuannya mengoordinasikan 

pemerintah dengan cara ini (Alan Hyde, 2009:175-178).  

 

Dinamika dan Tantangan dalam Pengawasan Kepatuhan 

Terhadap Standar Inti Ketenagakerjaan dalam Hukum 

Perburuhan Internasional  

Sejak awal revolusi industri, telah ada kekhawatiran tentang kondisi 

dan standar di tempat kerja. Penerapan Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 dan dua 

konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang 

kebebasan berserikat dan perundingan bersama pada tahun 1948 dan 

1949 memberikan pengakuan terhadap perlindungan hak asasi 

manusia dasar, termasuk hak-hak pekerja. Dalam dekade terakhir, 

apresiasi terhadap pentingnya memastikan kepatuhan terhadap 

standar ketenagakerjaan inti di seluruh dunia telah meningkat secara 

dramatis.  

Dari pertemuan puncak dunia untuk pembangunan sosial di 

Kopenhagen pada tahun 1995, melalui pertemuan tingkat menteri 

Organisasi Perdagangan Dunia di Singapura pada tahun 1996, hingga 

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja 

pada tahun 1998, dukungan terhadap kebutuhan untuk memastikan 

hak-hak inti bagi pekerja telah memperoleh kekuatan. Deklarasi ILO 

tahun 1998 mendefinisikan empat standar inti ketenagakerjaan: 

1. Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk 

melakukan perundingan kolektif; 

2. Penghapusan semua bentuk kerja paksa atau wajib; 

3. Penghapusan efektif pekerja anak; dan 

4. Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan 

(theodore h. Moran, et.al., 2004:1).  

Hukum perdagangan AS menambahkan kondisi kerja yang dapat 

diterima sehubungan dengan upah minimum, jam kerja, keselamatan 
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dan kesehatan kerja pada definisi hak pekerja yang “diakui secara 

internasional”, meskipun tidak ada konsensus internasional tentang 

apa itu atau bagaimana mendefinisikannya secara global.  

Peningkatan perhatian terhadap peran standar ketenagakerjaan 

dalam ekonomi global yang lebih terintegrasi telah menyebabkan 

meningkatnya permintaan akan informasi tentang kepatuhan 

terhadap standar ketenagakerjaan inti. Sebagai tanggapan, lembaga 

dan prosedur tradisional telah memperoleh kekuatan baru, dan 

proses baru yang inovatif telah tumbuh bersama yang lama. ILO telah 

menunjukkan vitalitas baru dalam upayanya untuk mempromosikan 

kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan inti. Ada juga sejumlah 

besar prosedur pemantauan dan pelaporan sukarela di sektor swasta. 

Hasilnya adalah berkembang biaknya sumber informasi dan data 

tentang kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan inti. 

Apa yang dapat diambil dari penyebaran sumber ini sama sekali 

tidak jelas. Masih terdapat kesenjangan besar dalam informasi yang 

tersedia, dan kualitas dari sebagian besar data yang tersedia tidak 

diketahui. Sebagian besar sumber data hanya mencerminkan kondisi 

di sektor formal dan mengabaikan kondisi yang seringkali jauh lebih 

buruk di daerah pedesaan dan sektor informal di negara berkembang. 

Banyak sumber juga tidak menyediakan informasi yang 

sebanding lintas waktu atau lintas negara. Beberapa sumber baik 

kuantitatif maupun kualitatif bias atau tidak sepenuhnya dapat 

diandalkan karena alasan lain. Ada juga masalah dalam mengadaptasi 

informasi ini untuk pekerjaan menilai kepatuhan. Dalam beberapa 

kasus, definisi yang tepat dari elemen-elemen tertentu dari standar 

ketenagakerjaan inti tidak ada, sehingga sulit untuk membuat 

indikator operasional sehingga penilai dapat menentukan kepatuhan 

atau ketidakpatuhan.  

Beberapa indikator potensial memerlukan interpretasi yang 

cermat  karena mereka dapat dianggap sama baiknya untuk 

menunjukkan kepatuhan atau kurangnya kepatuhan. Tidak ada yang 

menunjukkan gambaran yang lengkap. Menilai kepatuhan adalah 

pekerjaan serius; itu tidak dapat dicapai dengan cara yang cepat, 

mudah, atau serampangan.  
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Dengan meningkatnya perhatian pada pemantauan standar 

ketenagakerjaan, ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk 

ketelitian dalam penilaian kepatuhan dan apakah kondisi membaik 

atau memburuk. Penilaian ini memerlukan analisis cermat tentang 

apa arti dan implikasi standar ketenagakerjaan inti, cara menentukan 

kapan suatu negara patuh atau tidak, indikator kepatuhan apa dan 

sumber informasi mana yang digunakan, dan keterbatasan sumber 

informasi (Theodore H. Moran, et.al., 2004:2).  

 

1. Tinjauan Umum Pengawasan Kepatuhan Terhadap Standar 

Inti Ketenagakerjaan 

Kekhawatiran tentang kondisi di tempat kerja muncul pada awal 

revolusi industri. Dengan meningkatnya saling ketergantungan 

ekonomi internasional selama setengah abad terakhir, 

kekhawatiran ini menjadi lebih global, dan pada akhir tahun 1990-

an sebuah konsensus berkembang, sebagaimana tercermin dalam 

deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1995, 

Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1996, dan Organisasi 

Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 1998, bahwa standar 

tertentu kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa dan 

pekerja anak, dan nondiskriminasi merupakan hak-hak dasar yang 

menjadi hak pekerja di mana pun. Kami menyebutnya sebagai 

standar perburuhan inti.  

Perlakuan terhadap pekerja tertanam dalam keadaan sosial, 

politik, dan ekonomi yang luas. Tanpa adanya kemauan politik dan 

lembaga pemerintahan yang efektif yang didasarkan pada aturan 

hukum, kecil kemungkinan hak-hak inti perburuhan akan 

dihormati. Jika pertumbuhan ekonomi tidak kuat, kecil 

kemungkinan untuk mencapai peningkatan yang menyeluruh 

dalam standar hidup pekerja. Dengan demikian, konteks ekonomi 

dan politik sangat penting ketika menilai kepatuhan terhadap 

standar ketenagakerjaan, khususnya untuk mengidentifikasi 

sumber ketidakpatuhan dan, oleh karena itu, kebijakan yang tepat, 

termasuk bantuan teknis dan keuangan, untuk mengatasi 

ketidakpatuhan. Pada saat yang sama, pemantauan kepatuhan 

terhadap standar ketenagakerjaan menimbulkan tantangan. 
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Komite telah memilih jalan tengah. Komite melihat tugasnya 

sebagai upaya untuk menyediakan DOL, dan penilai lain, dengan 

peta jalan untuk menilai kepatuhan dan mengevaluasi kemajuan 

atau kemunduran dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk 

memperbaiki proses yang ada dengan menunjukkan cara untuk 

pengumpulan dan penyebaran informasi yang lebih baik dan 

dengan merekomendasikan agar proses pengambilan keputusan 

itu dibuat transparan. Daftar penilai yang menganggap upaya 

tersebut bermanfaat meliputi pejabat pemerintah, perwakilan 

terpilih, organisasi internasional, perusahaan dan investor yang 

bertanggung jawab secara sosial, anggota dewan, pemegang 

saham, organisasi buruh, dan berbagai organisasi nonpemerintah.  

Secara keseluruhan, tugas menilai kepatuhan mungkin 

menyerupai hakim di ruang sidang yang membuat penilaian 

tentang apa yang secara tepat diperlukan oleh standar 

ketenagakerjaan tertentu dalam keadaan tertentu dan 

mengevaluasi kinerja berdasarkan sebagian besar bukti (beberapa 

di antaranya dapat diterima, beberapa di antaranya dipertanyakan, 

dan beberapa di antaranya harus ditolak) lebih dari seorang 

ekonometrika yang menjalankan regresi atau fisikawan yang 

melakukan eksperimen dalam kondisi terkendali. Meskipun tujuan 

komite adalah untuk menunjukkan bagaimana penilaian dapat 

dibuat lebih adil, objektif, dan seimbang, dalam proses transparan 

di mana penilai alternatif dapat saling menantang evaluasi satu 

sama lain dengan cara yang jelas, tepat, dan menyeluruh, komite 

tidak bermaksud meninggalkan kesan bahwa ada prosedur ilmiah 

yang dapat digunakan penilai untuk menggunakan informasi 

berbasis sains guna mencapai kesimpulan ilmiah tentang 

kepatuhan di semua negara dan semua periode waktu.  

Untuk memenuhi permintaan dari DOL, kami telah 

mengembangkan serangkaian indikator kepatuhan potensial dan 

struktur basis data terperinci yang mencantumkan informasi yang 

dibutuhkan. Kami yakin basis data ini, jika selnya penuh, dapat 

memberikan dasar untuk menilai kepatuhan. Sementara itu, kami 

yakin struktur basis data menyediakan informasi tentang data 

tambahan apa yang perlu dikumpulkan (Theodore H. Moran, et.al., 

2004:17-21). 
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dengan kelebihannya yaitu terkait penetapan waktu yang fleksibel, di 

dalamnya terdapat juga berbagai kelemahannya yaitu terkait dengan 

perlindungan dan kepastian hukum pekerja berupa kejelasan 

pendapatan yang diterima pekerja. Selain itu, ketatnya persaingan 

ekonomi ini membuat pekerja harus terus mengupgrade diri dan 

kemampuannya agar tidak tergerus dengan para pesaingnya serta 

dituntut untuk terus mempertahankan basis kliennya secara stabil. 

Pada BAB ini, penulis akan memaparkan definisi dari outsourcing, 

gig economy dan fleksibilitas kerja sehingga menjadi isu hangat dalam 

kajian hukum ketenagakerjaan di era kontemporer ini. Bagaimana 

kelebihan dan kekurangan serta kepastian dan perlindungan 

hukumnya. Dari penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang hukum ketenagakerjaan.  

 

Outsourcing  

Outsourcing diartikan sebagai alih daya atau dapat diartikan pula 

sebagai contract (work out). Outsourcing juga dimaknai sebagai 

sebuah tindakan pengalihan tugas atau wewenang kepada pihak lain 

termasuk didalamnya pengambilan keputusan serta terikat dalam 

suatu ikatan kontrak kerja sama antara sebuah perusahaan dengan 

pihak lain yang menyediakan jasa (Yasar, 2012).  

Sependapat dengan pengertian tersebut, Chandra Suwondo men-

definisikan outsourcing sebagai sebuah pendelegasian baik secara 

operasional maupun manajemen harian kepada pihak lain yang 

menyediakan jasa pekerja atau buruh. Proses pemindahan atau 

pendelegasian tugas atau proyek yang sebelumnya menjadi tugas 

perusahaan dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penyedia pekerja 

atau buruh serta ditandai dengan perjanjian kontrak kerja antara 

keduanya (Suwondo, 2003).  

Berdasarkan pengertian outsourcing tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa komponen yang terdapat dalam sistem kerja 

secara outsourcing ini, yaitu sebagai berikut (Tunggal, 2008):  

1. Pekerja atau Buruh 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa yang 

dimaksud sebagai pekerja atau buruh adalah seseorang atau setiap 
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Kontrak kerja yang bersifat fleksibel dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, 

produktivitas, dan daya saing. Meski demikian, penting untuk 

menelaah secara cermat dampak hukum maupun sosial yang 

ditimbulkannya. Kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

yang berlaku serta penerapan praktik kerja yang adil dan bertanggung 

jawab menjadi faktor utama agar manfaat dari kontrak kerja fleksibel 

dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. 

Kontrak kerja yang dilakukan secara fleksibel kini semakin marak 

terjadi di era kontemporer saat ini. Model kontrak ini memberikan 

sejumlah keuntungan bagi pemberi kerja, seperti kemudahan dalam 

mengatur kebutuhan tenaga kerja serta menekan biaya operasional 

yang dikeluarkan. Meskipun demikian, kontrak kerja fleksibel juga 

masih terdapat beragam persoalan hukum yang rumit, khususnya 

yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan pekerja dan kepastian 

hukum. 

Kontrak kerja secara fleksibel memberikan kebebasan bagi 

pekerja dalam mengatur jam serta lokasi kerjanya, hal ini semakin 

diminatinya dalam pekerjaan pada sektor industri. Namun, penting 

untuk memastikan bahwa penerapan kontrak tersebut tetap sejalan 

dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga hak-hak 

pekerja tetap terlindungi dan perusahaan terhindar dari potensi 

pelanggaran hukum. Adapun langkah-langkah untuk menjamin 

kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut (Purwanti, 2021): 

1. Memahami peraturan ketenagakerjaan: 

a. Perusahaan perlu memahami ketentuan ketenagakerjaan yang 

berlaku di Indonesia, termasuk aturan mengenai jam kerja, hak 

cuti serta jaminan sosial. 

b. Ketentuan tersebut dapat dipahami melalui Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, peraturan turunannya, 

serta berbagai regulasi perundang-undangan terkait. 

2. Membuat kontrak kerja yang jelas dan transparan: 

a. Kontrak kerja fleksibel harus dibuat secara tertulis, jelas dan 

transparan memuat hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan 

serta bersifat mengikat. 
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b. Kontrak kerja harus memuat informasi mengenai: 

1) Jenis pekerjaan 

2) Jam kerja dan lokasi kerja 

3) Sistem pengupahan 

4) Jaminan sosial dan kesehatan 

5) Cuti 

6) Mekanisme penyelesaian sengketa 

7) Hal-hal lainnya yang dianggap perlu 

3. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi: 

a. Pekerja dengan kontrak kerja fleksibel tetap berhak 

memperoleh hak-hak ketenagakerjaan dasar, seperti upah 

minimum, hak cuti, dan jaminan sosial. 

b. Perusahaan wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar 

tersebut, meskipun sistem kerja yang diterapkan bersifat 

fleksibel. 

4. Menyesuaikan sistem pengupahan 

a. Sistem pengupahan untuk pekerja dengan kontrak kerja 

fleksibel harus adil dan sesuai dengan jam kerja dan tingkatan 

keahlian pekerja. 

b. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode pengupahan 

seperti upah per jam, upah harian. Atau upah bulanan dengan 

mempertimbangkan jam kerja efektif dan tingkat keahlian 

pekerja 

5. Menjaga komunikasi dan transparansi: 

a. Perusahaan harus menjaga komunikasi yang terbuka dan 

transparan dengan pekerja terkait pengaturan kerja yang 

fleksibel 

b.  Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan 

menghindari kesalahpahaman antara pekerja dan perusahaan, 

6. Melakukan peninjauan secara berkala 

a. Kontrak kerja fleksibel perlu dievaluasi secara rutin guna 

memastikan keselarasan dan keadilan dengan disesuaikan 

dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.  

b. Evaluasi tersebut dapat dilaksanakan secara periodik, misalnya 

setiap tahun, atau setelah adanya perubahan pada peraturan 

ketenagakerjaan (Nurhayati, 2023). 
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